BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyebutkan bahwasanya setiap orang mempunyai hak untuk melakukan komunikasi
serta memperoleh informasi guna mengembangkan kepribadian dan juga lingkungan
sosialnya, serta mencari, mendapatkan, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menggunakan informasi dengan menggunakan berbagai jenis saluran yang ada.

Informasi merupakan sekumpulan data yang telah diklasifikasikan ataupun telah
diolah untuk dipergunakan dalam proses pengambilan suatu keputusan.' Untuk
menjamin informasi yang transparan pada setiap badan publik, maka setiap badan
publik harus menyiapkan data yang berkaitan dengan suatu institusi tersebut ataupun
kinerja serta prosedur operasionalnya dan hasil kinerjanya.> Sehingga masyarakat atau
stakeholder dapat menilai langsung sejauh mana kinerja suatu badan publik serta
pertanggungjawaban suatu badan publik atas kinerjanya.’

Kewajiban dalam menyediakan informasi publik tidak hanya kewajiban yang
melekat pada suatu lembaga negara atau pemerintah, tetapi termasuk juga kewajiban

pada Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) atau Badan Usaha Milik

! Tata Sutabri, 2012, Konsep Sistem Informasi, Ed. Pertama, CV. Andi Offset, Yogyakarta, him
29.

2 Cahyani Saddu, 2016, “Hak Masyarakat Dan Badan Publik Atas Keterbukaan Informasi
Publik”, Jurnal llmu Hukum Legal Opinion, Ed. 1, Vol. 4 Tahun 2016, him 7.

3 Ibid.
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Daerah (selanjutnya disebut BUMD), partai politik, dan organisasi nonpemerintah lain,
baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.*

Salah satu bentuk BUMD yaitu berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah
(selanjutnya disebut Perseroda).’ Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 331 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwasanya BUMD sebagaimana yang
dimaksudkan pada ayat (1) terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan
Perseroan Daerah.

Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwasanya Perusahaan
Perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang
modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh
satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Sehingga Perseroda tersebut pada

prinsipnya merupakan suatu Perseroan Terbatas.®

4 Kadek Cahya Susila Wibawa, 2019, “Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik
Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, Administrative Law & Governance
Journal, Vol. 2, Issue 2 June 2019, him 227.

5 Teuku Ahmad Yani dan Teuku Muttagin Mansur, 2020, “Mewujudkan Keharmonisan Undang-
Undang Perseroan Terbatas Dalam Pendirian Perseroan Daerah”, Karun Jurnal Hmu Hukum, Vol. 22,
No. 2 Agustus 2020, hlm 365.

Ibid.
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Terdapat beberapa prinsip pada perusahaan dalam pelaksanaan tata kelola
perusahaan yang baik (good corporate governance) sebagaimana yang terdapat pada
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu:
transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, kesetaraan serta
kewajaran.”

Keterbukaan informasi merupakan salah satu penentu oleh suatu perusahaan
yang memiliki tujuan untuk mewujudkan good corporate gevernance.® Pengaturan
keterbukaan informasi pada badan publik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, menyebutkan bahwasanya badan publik merupakan lembaga
eksekutif, lembaga legislatif, yudikatif serta badan lainnya dimana fungsi serta tugas
pokoknya terkait pada penyelenggaraan negara yang mana sumber dananya dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut APBN) dan/ ataupun
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disebut APBD) atau suatu
organisasi nonpemerintah yang sumber dananya baik sebagian ataupun keseluruhan
dananya berasal dari dari APBN dan/ ataupun APBD, sumbangan masyarakat ataupun
luar negeri.

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan bahwasanya setiap informasi publik

7 Muh. Arief Effendi, 2016, The Power Of Good Corporate Governance: Teori Dan
Implementasi, Ed. Ke- 2, Salemba Empat, Jakarta, him 11.

8 Prima Satya Irianto dan Budi Ispriyarso, 2016, “Keterbukaan Informasi Publik Di Perbankan”,
Jurnal Law Reform, Vol. 12, Nomor 2 Tahun 2016, him 241.
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mempunyai sifat terbuka serta dapat diakses terhadap tiap-tiap pengguna informasi
publik. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan bahwasanya setiap orang berhak
memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini
Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik memberikan kesempatan kepada masyarakat pada umumnya untuk
memperoleh informasi terhadap suatu lembaga negara, lembaga lainnya
nonpemerintahan, serta pada suatu perusahaan yang sumber pendanaannya berasal baik
dari APBN ataupun APBD.’ Terdapat beberapa asas dalam pemberian informasi publik
sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang KIP, yaitu:
1. Setiap informasi publik sifatnya terbuka serta dapat diakses oleh setiap pengguna
informasi publik.
2. Informasi publik yang dikecualikan sifatnya ketat dan terbatas.
3. Setiap informasi publik wajib diperoleh dengan cepat serta tepat waktu, biaya yang
ringan, dan juga cara yang sederhana.
4. Informasi publik yang dikecualikan sifatnya rahasia sesuai pada Undang-Undang,
kepatutan serta kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang
konsekuensi yang timbul jika suatu informasi diberikan pada masyarakat setelah

melalui pertimbangan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat

9 Nunuk Febrianingsih, 2012, “Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka
Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik”, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 1, Nomor 1 Januari — April Tahun
2012, him 136.
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melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya ataupun
sebaliknya.'”

Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, yang menyebutkan bahwasanya untuk mewujudkan
pelayanan publik yang cepat, tepat serta sederhana setiap badan publik menunjuk
pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Sehingga terdapat Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (selanjutnya disebut PPID) guna meningkatkan pelayanan
bagi setiap badan publik.

Tugas serta tanggung jawab PPID terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang terdiri dari:

a. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, serta mengamankan informasi.
b. Memberikan layanan informasi seperti yang terdapat dalam paturan yang berlaku.
¢. Memberikan layanan informasi publik yang cepat serta tepat dan sederhana.

d. Menetapkan prosedur operasional dalam menyebarluaskan informasi publik.

e. Pengecekan konsekuensi.

f. Memberikan klasifikasi informasi dan/ataupun perubahannya.

g. Memberikan ketetapan terhadap informasi yang dikecualikan dalam hal jangka

waktu pengecualiannya sudah habis menjadi informasi publik yang bisa diakses.

10 Herma Yanti, 2020, “Implementasi Pemberian Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa
Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik”, Jurnal Wajah Hukum, Vol. 4 (1), April Tahun 2020, him 31.
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h. Memberikan ketetapan dalam pertimbangan tertulis terhadap setiap pengambilan
kebijakan guna memenuhi hak tiap-tiap orang atas informasi publik.

Berdasarkan uraian Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, dapat dilihat bahwa PPID mempunyai peranan penting
dalam hal penyediaan informasi, penyimpanan informasi, pendokumentasian informasi
serta pengamanan informasi.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik, menyebutkan bahwasanya Komisi Informasi merupakan suatu lembaga yang
mandiri mempunyai fungsi dalam menjalankan Undang-Undang ini yang termasuk
juga peraturan pelaksananya guna menetapkan petunjuk berkaitan dengan teknis
standar layanan dalam informasi publik dan termasuk juga menyelesaikan sengketa
terkait informasi publik dalam hal mediasi dan/ataupun ajudikasi nonlitigasi.

Sehingga dalam hal ini terdapat Komisi Informasi untuk menjalankan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan
pelaksananya, menetapkan petunjuk teknis mengenai standar layanan informasi publik
dan juga berkaitan dengan penyelesaian sengketa informasi publik.'!

Pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwasanya informasi publik yang

wajib dibuka terdiri dari: informasi yang wajib disediakan serta diumumkan secara

! Yudhitiya Dyah Sukmadewi dan Kartika Widya Utama, 2022, “Relevansi Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik Dan Asas Kemanfaatan”, Law, Development & Justice Review, Vol. 5,
No. 1 Mei 2022, hlm 5.
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berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan/ataupun informasi

yang wajib tersedia setiap saat. Sehingga terdapat tiga jenis informasi yang wajib

tersedia pada badan publik.'?

Terdapat informasi lainnya yang harus disampaikan oleh badan publik kepada
pemohon informasi, jika pada suatu badan publik tersebut terdapat permintaan
informasi publik dan juga jangka waktu untuk menjawabnya, sebagaimana yang
terdapat dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, menyebutkan bahwasanya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
sejak diterimanya permintaan, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan
pemberitahuan tertulis yang berisikan:

1. Informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya ataupun tidak.

2. Badan publik wajib memberitahukan badan publik yang menguasai informasi yang
diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan
badan publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang
diminta.

3. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17.

4, Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi

informasi yang akan diberikan.

12 Kadek Cahya Susila Wibawa, loc.cit.
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5. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat
dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya.

6. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan, dan/ataupun.

7. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Selanjutnya Pasal 16 huruf ¢ Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik, menyebutkan bahwasanya informasi publik
yang wajib disediakan serta diumumkan secara berkala pada BUMN dan/ataupun
BUMD dan/ataupun badan usaha lainnya dalam kepemilikan Negara, yakni: laporan
tahunan serta laporan keuangan, neraca serta laporan laba rugi, dan laporan tanggung
jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) yang telah diaudit. Sehingga
terdapat laporan corporate social responsibility pada BUMN ataupun BUMD yang
wajib disediakan serta diumumkan secara berkala.

Dalam hal BUMD, Daerah dapat membentuk suatu badan usaha baik dalam
bentuk public service atau profit oriented ataupun kombinasi dari keduanya.'’
Pembentukan BUMD berdasarkan potensi, karakteristik serta kebutuhan suatu daerah
tersebut, adapun jenis usaha mempunyai peranan yang sentral yakni perbankan.'t
Misalnya BUMD tersebut adalah PT. Bank Nagari.

PT. Bank Nagari (selanjutnya disebut Bank Nagari) merupakan BUMD Provinsi

Sumatera Barat dengan pemegang saham yang terdiri dari Pemerintah Provinsi

13 Dhimas Tetuko Kusumo, 2016, “Kajian Yuridis Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) Di Bidang Perbankan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah”, Privat Law, Vol. 4, No. 1 Januari-Juni 2016, hlm 22.

14 Ibid.
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Sumatera Barat, Pemerintah Kota dalam Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah
Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Barat serta Koperasi Serba Usaha Keluarga Besar
Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.'?

Pada BUMD yakni Bank Nagari terdapat bidang kehumasan yang melaksanakan
tugas serta tanggung jawab sebagai PPID dalam menyediakan informasi pada website
Bank Nagari yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat serta pemangku
kepentingan lainnya ataupun stakeholder untuk memperoleh informasi. Namun pada
kenyataannya terdapat masyarakat atau stakeholder yang tidak mendapatkan informasi
yang diinginkan seperti gugatan yang diajukan oleh Leon Agusta Institute.

Bulan Agustus 2021, terdapat sengketa informasi yang disidangkan oleh Komisi
Informasi Provinsi Sumatera Barat antara Leon Agusta Institute sebagai Penggugat dan
Bank Nagari sebagai Tergugat.'® Namun Bank Nagari tidak hadir dalam sidang
tersebut meskipun telah dipanggil secara patut.'”

Selanjutnya Komisioner Komisi Informasi Sumbar, Adrian Tuswandi
menyebutkan bahwasanya gugatan yang diajukan oleh Leon Agusta Institute berkaitan
dengan permintaan informasi terhadap penyaluran corporate social responsibility.'®
Permintaan informasi berkaitan dengan corporate social responsibility dalam BUMN

ataupun BUMD termasuk pada kategori terbuka, dalam hal ini Penggugat telah melalui

15 Bank Nagari, Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2021 Dan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut Beserta Laporan Auditor Independen, Padang 31 Maret 2022, him 82.
https://www.banknagari.co.id/laporan?page=%2FYR1ly2%2BM0171gUJqglHZqA%3D%3D

16 Muhammad Aidil, KI Sumbar Sidangkan Lagi Sengketa BUMN dalam Gugatan Keterbukaan

Informasi, https://halonusa.com/ki-sumbar-sidangkan-lagi-sengketa-bumn-dalam-gugatan-
keterbukaan-informasi/, diakses pada tanggal 25 Mei 2022, pukul 19.00 WIB.
17 Ibid.

18 Ibid.
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jalur yang resmi menyampaikan permintaan informasi, namun jika informasi tersbut
tidak dibuka dapat menimbulkan kecurigaan terhadap publik, tidak dapat
menghentikan hak masyarakat untuk tahu terlebih hal tersebut telah diatur dalam
peraturan perundang-undangan.'®

Selanjutnya dalam sidang pembuktian pada Januari 2022, pihak Leon Agusta
Institute menyebutkan bahwasanya permintaan informasi terkait data penerima
corporate social responsibility tersebut yakni berupa by name by address agar dapat
tergambarkan potensi keuangan corporate social responsibility yang telah disalurkan
tersebut sehingga dapat terlihat kesejahteraan masyarakat.”’ Selanjutnya pihak Bank
Nagari menyebutkan bahwa corporate social responsibility yang telah tersalurkan telah
melalui uji audit internal maupun eksternal, kemudian data corporate social
responsibility juga terdapat di website Bank Nagari dan terdapat laporan setiap tahun.
Pihak Bank Nagari juga menyebutkan tidak terdapat data berkaitan dana pendidikan.?!

Sesuai dengan uraian yang terdapat diatas, Penulis tertarik untuk melakukan
penelitian menjadi karya tulis ilmiah yang berjudul “Tanggung jawab Bagian Humas
dalam melaksanakan tugas dan tangggung jawab Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) terhadap Keterbukaan Informasi Publik pada PT.

Bank Nagari”.

' Ibid.

2 Febry Chaniago, Sengketa Informasi Publik LAl vs Bank Nagari, Sidang Pembuktian
Berlangsung  Alot, https:/padangmedia.com/sengketa-informasi-publik-lai-vs-bank-nagari-sidang-
pembuktian-berlangsung-alot/, diakses pada tanggal 25 Mei 2022, pukul 19.30 WIB

2 Ibid.
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B. Rumusan Permasalahan
Dari latar belakang permasalahan yang diatas terdapat beberapa rumusan
permasalahan, yakni:

1. Bagaimanakah tanggung jawab Bagian Humas dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terhadap
Keterbukaan Informasi Publik pada PT. Bank Nagari?

2. Apakah kendala pada tanggung jawab Bagian Humas dalam melaksanakan tugas
dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terhadap
Keterbukaan Informasi Publik pada PT. Bank Nagari?

3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tanggung
jawab Bagian Humas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terhadap Keterbukaan Informasi
Publik pada PT. Bank Nagari?

C. Tujuan Penelitian

Tiap-tiap penelitian mempunyai suatu tujuan yang diharapkan. Maka tujuan yang
hendak dicapai dari penelitian ini, yakni:

1. Untuk menganalisis tanggung jawab Bagian Humas dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terhadap
Keterbukaan Informasi Publik pada PT. Bank Nagari.

2. Untuk menganalisis kendala pada tanggung jawab Bagian Humas dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) terhadap Keterbukaan Informasi Publik pada PT. Bank

Nagari.
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3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pada
tanggung jawab Bagian Humas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terhadap Keterbukaan
Informasi Publik pada PT. Bank Nagari.

D. Manfaat Penelitian

Tiap-tiap penelitian mempunyai suatu tujuan yang diharapkan, demikian juga
pada tesis ini. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
a. Menjadi tambahan pemahaman dalam perkembangan pada ilmu hukum

terkhusus pada hukum perbankan.

b. Menambah bahan bacaan serta referensi dalam bidang akademis serta tambahan
dalam tinjauan kepustakaan.

2. Manfaat Praktis
a. Dapat dijadikan sebagai masukan serta tambahan pemahaman pada pihak-pihak

yang mempunyai kepentingan, penentu dari kebijakan dalam memenuhi hak
seluruh masyarakat.

b. Dapat menjadi sumber informasi pada masyarakat terkait peraturan keterbukaan
informasi publik dalam bank serta hak-hak masyarakat yang dilindungi oleh
peraturan perundang-undangan.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan suatu susunan dari anggapan-anggapan, pendapat-

pendapat, cara-cara, aturan-aturan, asas-asas, keterangan-keterangan sebagai suatu
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kesatuan logis yang menjadi landasan ataupun acuan serta pedoman guna mencapai
tujuan.?? Adapun teori-teori yang dipergunakan pada penulisan ini, yakni:
a. Teori Kewenangan

Kewenangan merupakan suatu hak untuk memperoleh ataupun menggunakan
wewenang yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi sebagaimana yang terdapat
dalam suatu peraturan yang berlaku.”® Wewenang merupakan suatu hak serta
kekuasaan dari pemangku jabatan guna memilih serta mengambil sikap ataupun suatu
tindakan tertentu didalam melakukan tugas dan juga mempunyai peranan sebagai
pelengkap berhubungan dengan tanggung jawab.?* Istilah kewenangan biasanya sering
disebutkan dalam hal pelaksanaan jabatan seseorang karena wewenang didapatkan dari
jabatan.?* Sehingga kewenangan merupakan suatu kekuasaan formal yang dimiliki oleh
pejabat ataupun suatu institusi yang berkaitan dengan kompetensi dalam suatu tindakan
hukum.?

Terdapat beberapa pandangan dalam hal istilah kewenangan serta wewenang
dalam Hukum Administrasi Negara pada beberapa literatur yang ada, secara konseptual
istilah kewenangan sering disebut sebagai authority, gezag ataupun yurisdiksi.

Sedangkan istilah wewenang disebut sebagai competence ataupun bevoegdeid?’

22 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. Pertama, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, him 72.

23 Ridwan HR, 2016, Hukum Administrasi Negara, Ed. Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 99.

24 Ibid.

3 Ibid,

26 Ibid.

21 §.F Marbun, 2011, Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia,
Cet. Ke- 3, FH UII Press, Yogyakarta, him 153.
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Menurut pendapat Admosudirdjo, antara kewenangan dan wewenang perlu untuk
dibedakan, walaupun pada praktiknya pembedaan tidak selalu dirasa perlu.?®

Adapun beberapa wewenang yang dimiliki oleh pejabat ataupun suatu institusi,
yaitu:

1) Kewenangan yang bersifat atribusi, maksudnya adalah pemberian wewenang
pemerintah oleh pembuat undang-undang (legislatif) kepada suatu instansi
pemerintah ataupun organ pemerintah. Sehingga kewenangan atribusi dapat
diartikan sebagai pembagian kekuasaan yang diberi oleh negara kepada pihak-pihak
yang berhak terhadap kewenangan tersebut berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Kewenangan atribusi ataupun kewenangan asli merupakan kewenangan
yang tidak dibagikan kepada siapa pun. Kewenangan atribusi dilakukan sendiri oleh
pejabat terkait yang berdasarkan peraturan yang telah ada. Berkenaan dengan
tanggung jawab ataupun tanggung gugatnya berada pada pejabat atau badan tersebut
sesuai dengan peraturan yang mengaturnya.?’

2) Delegasi merupakan suatu pemberian wewenang dari instansi pemerintah yang satu
kepada instansi pemerintah yang lainnya. Berkaitan dengan tanggung jawab ataupun
tanggung gugat sepenuhnya diberikan kepada yang dilimpahkan atas suatu

wewenang tersebut.°

8 Prajudi Admosudirdjo, 1998, Hukum Administrasi Negara, Cet. Ke- 9, Ghalia Indonesia,
Jakarta, him 76.

29 Lutfi Effendi, 2003, Pokok-Pokok Hukum Administrasi, Cet. Pertama, Bayumedia Publishing,
Malang, him 77-78.

30 Ibid.
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3) Mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan
wewenang tersebut dimaksudkan untuk memberikan wewenang kepada bawahan
untuk membuat suatu keputusan atas nama Pejabat Tata Usaha Negara yang
memberi mandat. Tanggung jawab tidak berpindah kepada penerima mandat, akan
tetapi tetap melekat pada pemberi mandat.?'

Menurut pendapat Indroharto, kewenangan yang didapatkan berdasarkan atribusi
yaitu kewenangan yang terjadi karena pemberian wewenang pemerintahan yang baru
oleh suatu ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.®> Sehingga
terciptanya suatu wewenang yang baru.’® Pada delegasi terjadi suatu pelimpahan
wewenang yang telah ada oleh suatu badan ataupun jabatan pemerintahan lainnya.>*

Sebelum kewenangan dilimpahkan kepada badan atau institusi yang
melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam suatu peraturan
perundang-undangan, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah
ataupun aturan yang lebih rendah tingkatnya.*®

R.J.H.M Huisman mengemukakan pendapat tentang suatu kewenangan yang
dimiliki oleh pejabat, sebagai berikut: organ pemerintahan tidak dapat menganggap
bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan.*® Kewenangan hanya diberikan

oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang tidak

3 Ibid.

32 Aminuddin Ilmar, 2018, Hukum Tata Pemerintahan, Cet. Ke- 3, Kencana Prenadamedia
Group, Jakarta, hlm 95.

3 Ibid.

3 Ibid.

3 Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan
Disertasi, Cet. Pertama, Rajawali Press, Jakarta, him 184.

36 Ridwan HR, op.cit, hlm 100.
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hanya kepada organ pemerintahan tetapi juga terhadap pegawai-pegawai seperti
inspektur pajak, inspektur lingkungan dan lainnya, namun juga dapat memberikan
wewenang terhadap badan khusus seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus
atau bahkan terhadap badan hukum privat.’’

Menurut Van Wijk, F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek bahwa hanya terdapat dua
cara pada suatu organ pemerintahan memperoleh wewenang, yakni secara atribusi dan
delegasi.’® Atribusi menyangkut pada penyerahan wewenang baru sedangkan delegasi
menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada.’® Pada mandat tidak terdapat
penyerahan wewenang ataupun pelimpahan wewenang, dalam hal ini mandat hanya
terbatas pada hubungan internal %

Terdapat beberapa syarat dalam hal pelimpahan wewenang melalui delegasi,
yaitu:

1) Delegasi harus telah definitif dan pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan
sendiri wewenang yang telah dilimpahkan tersebut.

2) Delegasi harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak
diperkenankan adanya delegasi.

4) Adanya kewajiban mempertanggungjawabkan dari penerima delegasi kepada

pemberi delegasi.

37 Ibid.
38 Ibid. him 102.
% Ibid.
40 Ibid, him 103.
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5) Pemberi delegasi dapat memberikan instruksi tentang penggunaan wewenang
tersebut kepada penerima delegasi.*!

Jika dilihat dari tiga sumber kewenangan tersebut diatas yang kemudian
dikaitkan dengan penelitian ini yang bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis
tanggung jawab Bagian Humas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi terhadap Keterbukaan Informasi Publik pada
PT. Bank Nagari, sehingga dapat disimpulkan bahwa kewenangan yang diperoleh oleh
Bagian Humas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi PT. Bank Nagari adalah bersifat mandat, karena bertujuan
untuk melaksanaan keterbukaan informasi publik.

b. Teori Tanggung Jawab

Pergaulan, tindakan serta hubungan hukum merupakan suatu kondisi ataupun
keadaan yang diatur dalam hukum dan/ataupun mempunyai relevansi hukum. Dalam
hal tersebut terjadi interaksi hak serta kewajiban diantara dua subjek hukum atau lebih,
yang masing-masingnya diikat hak dan juga kewajiban (recten en plichten). Hukum
diciptakan untuk mengatur pergaulan hukum supaya setiap subjek hukum dapat
melaksanakan kewajibannya dengan benar serta mendapatkan haknya dengan wajar.*?

Hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan (bescherming), dengan
kata lain, hukum diciptakan supaya keadilan diterapkan didalam pergaulan hukum.
Ketika terdapat subjek hukum lalai terhadap kewajiban hukum yang seharusnya

dijalankan ataupun melanggar hak tersebut dibebankan tanggung jawab serta dituntut

4 Aminuddin I[Imar, op.cit, him 115.
42 gatjipto Rahardjo, 2014, limu Hukum, Cet. Ke- 8, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hilm 55.
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untuk memulihkan ataupun mengembalikan hak yang telah dilanggar tersebut. Beban
tanggung jawab serta tuntutan terhadap ganti rugi atau hak tersebut ditujukan pada tiap-
tiap subjek hukum yang telah melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum
tersebut seorang atau badan hukum ataupun pemerintah.*3

Teori tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen merupakan tanggung jawab
seseorang secara hukum terhadap sesuatu perbuatan tertentu atau bahawa seorang
tersebut memikul suatu tanggung jawab hukum, subjek yang berarti bahwa seorang
tersebut bertanggungjawab terhadap suatu sanksi dalam hal perbuatan yang termasuk
bertentangan.*

Selanjutnya Hans Kelsen menyebutkan, kegagalan dalam melaksanakan kehati-
hatian sebagaimana yang diharuskan oleh hukum selanjutnya disebut sebagai
kekhilafan (negligence), dan suatu kekhilafan sering dipandang sebagai suatu jenis lain
dari pada kesalahan (culpa), meskipun tidak keras seperti kesalahan yang terpenuhi
karena mengantisipasi serta menghendaki, dengan ataupun tanpa maksud jahat, serta
akibat yang dapat membahayakan.*> Tanggung jawab terbagi menjadi:

1) Tanggung jawab perseorangan, adalah seseorang bertanggungjawab atas
pelanggaran yang diperbuatnya sendiri.
2) Tanggung jawab kolektif, adalah seseorang bertanggungjawab terhadap suatu

pelanggaran yang diperbuat oleh orang lain.

43 Ibid.
4 Hans Kelsen, Terjemahan Somardi, 2007, Teori Umum Hukum Dan Negara: Dasar-Dasar
Ilmu Hukum Normatif Sebagai llmu Hukum Deskriptif Empirik, Ed. Revisi, Bee Media Indonesia,

Jakarta, him 81.
45 Ibid, him 83.
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3) Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, yang berarti bahwasanya seseorang
bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang telah dilakukan karena sengaja serta
diperkirakan yang bertujuan dapat menimbulkan kerugian.

4) Tanggung jawab mutlak bahwasanya seseorang bertanggungjawab terhadap
pelanggaran yang telah diperbuat karena tidak sengaja serta tidak diperkirakan.*6

Terdapat dua istilah dalam hal pertanggungjawaban, yakni: liability dan juga
responsibility. Liability lebih diidentikan pada artian yang lebih luas menunjuk dalam
makna yang lebih komprehensif, yang mana hampir disetiap karakter tanggung jawab
ataupun resiko, yang pasti atau yang hampir atau yang bergantung atau yang
mungkin.’

Selanjutnya liability merupakan suatu kondisi untuk bertanggungjawab dalam
tiap-tiap hal yang aktual ataupun potensial seperti kerugian, ancaman, atau kejahatan,
biaya atau beban; suatu kondisi yang membentuk tugas dalam hal untuk melaksanakan
undang-undang yang sifatnya segera ataupun di masa yang akan datang*®
Responsibility merupakan kewajiban dalam bertanggungjawab atas suatu peraturan
perundang-undangan yang dilaksanakan, dan memperbaiki ataupun sebaliknya
(memberikan ganti rugi terhadap apa pun kerusakan yang ditimbulkan).*’

Teori tanggung jawab lebih menitikberatkan dalam makna suatu tanggung jawab

yang timbul berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-

4 Hans Kelsen, Terjemahan Raisul Muttagien, 2018, Teori Hukum Murni, Cet. Ke- 17, Nusa
Media, Bandung, him 140.

47 Ridwan HR, 2016, op.cit, him 318.

“8 Ibid.

“® Ihid.
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undangan, sehingga teori ini lebih dimaknai dalam arti liability.*® Terdapat beberapa

teori pada teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (fort liability),

yaitu:

1) Tanggung jawab akibat suatu perbuatan yang melanggar hukum berdasarkan
kesengajaan (intertional tort liability) maksudnya tergugat harus telah melakukan
perbuatan sedemikian rupa yang menyebabkan kerugian pada penggugat ataupun
mengetahui bahwasanya apa yang dilakukan tergugat dapat mengakibatkan
kerugian.

2) Tanggung jawab akibat suatu perbuatan yang melanggar hukum berdasarkan
kelalaian (negligence tort liability), berdasarkan pada suatu konsep kesalahan yang
terkait pada moral serta hukum yang telah bercampur baur.

3) Tanggung jawab mutlak akibat suatu perbuatan yang melanggar hukum tanpa
mempersoalkan suatu kesalahan (stirck liability), berdasarkan pada perbuatannya
yang secara sengaja ataupun tidak sengaja.”’

Dengan menggunakan Teori Tanggung Jawab ini, penelitian dilakukan untuk
mengkaji tanggung jawab Bagian Humas dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terhadap Keterbukaan Informasi
Publik pada PT. Bank Nagari dalam hal penyediaan informasi, penyimpanan informasi,
pendokumentasian informasi, serta pengamanan informasi terhadap permintaan

informasi publik dari masyarakat.

50 Busyra Azheri, 2011, Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory,
Ed. Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, him 54.

51 Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Cet. Ke-4, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, hlm 336.
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2. Kerangka Konseptual
a. Tugas dan Tanggung Jawab
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tugas merupakan sesuatu yang harus
dikerjakan atapun sesuatu yang ditentukan untuk dilaksanakan, suatu pekerjaan yang
menjadi tanggung jawab oleh seorang.5? Tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan
yang bersifat khusus dilakukan guna mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.>?
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab merupakan keadaan
wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut,
dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).>* Konsep tanggung jawab dalam hukum
berkaitan erat dengan konsep hak serta kewajiban.>> Konsep hak tersebut merupakan
suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berkaitan dengan pengertian
kewajiban.’® Pendapat yang umum menyebutkan bahwa hak pada seseorang
mempunyai korelasi dengan kewajiban yang ada pada orang lain.%’
b. Humas
Hubungan masyarakat atau yang biasa disebut sebagai Humas merupakan fungsi
manajemen untuk melakukan evaluasi opini, sikap ataupun perbuatan publik,
melakukan identifikasi terhadap berbagai kebijakan ataupun berbagai prosedur suatu

individu ataupun organisasi dalam hal kepentingan publik dan merencanakan ataupun

52 pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed.
Pertama, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, him 1299.

53 Moekijat, 2002, Tata Laksana Kantor Manajemen Perkantoran, Cet. Ke- 8, Mandar Maju,
Bandung, him 10.

54 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, op.cit, him 899,

55 Satjipto Rahardjo, 2000, /lmu Hukum, Cet. Ke-5, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 55.

36 Ibid, him 56.

57 Ibid.
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melaksanakan suatu program guna mendapatkan pengertian dan juga dukungan
publik.8
c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik menyebutkan bahwasanya Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi merupakan pejabat yang mempunyai tanggung jawab dalam hal
penyimpanan, pendokumentasian, serta penyediaan dan/ataupun pelayanan informasi
pada suatu badan publik.

Pada Pasal 1 angka (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik, menyebutkan bahwasanya Atasan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan pejabat atasan langsung Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan/ataupun atasan dari pada atasan langsung.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan suatu jabatan yang
membidangi informasi publik dalam sebuah badan publik serta berkenaan langsung
dengan masyarakat guna memudahkan dan juga cepat serta tidak lagi harus dilakukan
melalui jalur yang panjang dalam memperoleh suatu informasi.>® Selanjutnya Pasal 6
ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Informasi Publik, menyebutkan bahwasanya kelembagaan pada pengelola informasi

dan dokumentasi terdiri dari:

58 Eny Ratnasari, Agus Rahmat, dan FX. Ari Agung Prastowo, 2018, “Peran Humas Perguruan
Tinggi Negeri Badan Hukum dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi”, Profesi Humas,
Vol. 3, No. 1 Tahun 2018, him 33.

%9 Fitriana Riscadewi Warisno, 2013, “Urgensi Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi Badan Publik Di Kota Semarang”, Unnes Law Jurnal, Vol. 2 No. 1 Juni 2013, him 28.
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1) Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
4) Tim Pertimbangan dan/ataupun,
5) Petugas Pelayanan Informasi Publik.
d. Keterbukaan

Asas keterbukaan ialah suatu asas yang membuka diri dalam pemenuhan hak
masyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan informasi baik dalam hal
kebenarannya, jujur, serta menghindari sifat diskriminatif di penyelenggaraan suatu
negara namun perlindungan terhadap hak asasi individu, golongan, maupun rahasia
negara menjadi perhatian.®

Secara harafiah transparansi berarti jelas ataupun keseluruhan dapat terlihat
secara menyeluruh.! Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam
melaksanakan suatu proses kegiatan.®? Oleh sebab itu, transparansi merupakan
informasi yang wajib didapat masyarakat secara bebas serta mudah baik dalam hal
proses ataupun pelaksanaan keputusan yang diambil.®> Sebab akuntabilitas publik tidak

akan terlaksana jika tidak ditunjang oleh transparansi dan aturan hukum yang jelas.%*

% Sirajuddin, Didik Sukriono dan Winardi, 2012, Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi
Dan Keterbukaan Informasi, Cet. Ke- 2, Setara Press, Malang, him 41.

6! Arifin Tahir, 2020, Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, Cet. Ke- 3, Alfabeta, Bandung, him 109.

52 Ibid, him 62.

& Ibid, him 111.

o4 Ihid.
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e. Informasi Publik

Informasi dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan bahwasanya informasi
merupakan pernyataan, keterangan ataupun gagasan serta tanda-tanda yang
mengandung nilai, pesan serta makna baik dalam bentuk data ataupun fakta yang bisa
didengar, dilihat serta dibaca pada bermacam format sesuai berkembangnya teknologi
komunikasi serta informasi baik dalam bentuk elektronik dan/ataupun nonelektronik.

Publik merupakan sekumpulan orang yang mempunyai minat serta kepentingan
yang sama kepada suatu isu.®® Karena dihadapkan dengan suatu isu serta dibincangkan
oleh suatu kelompok berkepentingan yang menghasilkan suatu opini atau pendapat
terkait isu tersebut oleh sebab itu publik berbeda dengan umum.

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, menyebutkan bahwasanya informasi publik merupakan suatu
informasi yang dihasilkan, disimpan serta dikelola, dikirim, dan/ ataupun diterima oleh
suatu badan publik terkait dengan penyelenggara atau penyelenggaraan Negara
dan/ataupun penyelenggaraan oleh badan publik lain yang sesuai dengan Undang-
Undang ini dan informasi yang terkait pada kepentingan publik.

f. PT. Bank Nagari

PT. Bank Nagari merupakan suatu perusahaan yang pada mulanya bernama PT.

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan Akta Notaris Hasan Qalbi di

Padang pada tanggal 12 Maret 1962 yang dipelopori Pemerintah Daerah serta tokoh

65 Riswandi, 2009, llmu Komunikasi, Cet. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, him 27.
5 Jbid.
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masyarakat juga pimpinan bisnis swasta Sumatera Barat, selanjutnya mendapatkan
pengesahan berdasarkan Keputusan Wakil Menteri Keuangan Pertama Republik
Indonesia Nomor BUM/9-44/11 tanggal 25 April 1962.%7

Seiring dengan perkembangan regulasi, ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan
Terbatas. Didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 11 Februari 2007
dihadapan Notaris Hendri Final, dan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia dengan Surat Keputusan No. W3-00074 HT.01.01-TH.2007 pada tanggal 4
April 2007.5

Dalam perkembangannya, pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
tanggal 22 Juni 2021, disetujui perubahan nama yang semula PT. Bank Pembangunan
Daerah Sumatera Barat kemudian diubah menjadi nama PT. Bank Nagari, yang
kemudian dimuat di Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Pembangunan Daerah
Sumatera Barat Yang Disebut Bank Nagari dengan Nomor 13 pada tanggal 21 Juli
2021 dihadapan Notaris Helsi Yasin, yang disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia tanggal 19 Agustus 2021.%°

%7 Bank Nagari, Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2021 Dan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut Beserta Laporan Auditor Independen, Padang 31 Maret 2022, him 11.
https://www.banknagari.co.id/laporan?page=%2FYRI1y2%2BM017 | gUJqglHZqA%3D%3D

%8 Ibid.

% Bank Nagari, Laporan Tata Kelola Bank Tahun 2021, Padang April 2022, him 20,

https://www.banknagari.co.id/profile?page=G1InugtiDISwW%2FaHASUGAQ%3D%3D, diakses pada
tanggal 25 Mei 2022, pukul 20.10 WIB
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F. Metode Penelitian
1.  Jenis Penelitian
Jenis penelitian pada penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis
maksudnya ialah melakukan identifikasi serta mengkonsepsikan suatu hukum sebagai
suatu institusi sosial yang nyata serta fungsional kedalam sistem kehidupan yang
sebenarnya.” Tujuan dari pendekatan ini guna mendapatkan pengetahuan secara
empiris dengan cara terjun langsung pada objek yang akan diteliti guna menganalisis
pelaksanaan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi oleh
Bagian Humas dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik pada PT. Bank
Nagari.
2.  Sumber Data
Sumber data terdiri dari data primer serta data sekunder, yakni:
a. Data Primer
Dara primer merupakan sumber data yang didapatkan langsung dari sumber
utama yang terkait sebagaiamana permasalahan akan dibahas.”' Sumber data tersebut
ialah berdasarkan wawancara terhadap:
a) Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan PT. Bank Nagari, yakni: Bapak Idrianis.
b) Pemimpin Bagian Humas, Publikasi, Kesekretariatan dan Perlindungan Konsumen
PT. Bank Nagari, yakni: Ibu Intan Evannita Evandry.

¢) Petugas pada Grup Hukum PT. Bank Nagari, yakni: Bapak Oky Nasrul.

70 Bambang Sunggono, 2005, Metode Penelitian Hukum, Cet. Ke- 14, PT. RajaGrafindo Persada,

Jakarta, him 113.
" Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed. Revisi, PT.

RajaGrafindo Persada, Jakarta, him 30.
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b. Data Sekunder
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Standar Operasional Prosedur
berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/095/DIR/12-2020 tanggal 30
Desember 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Nagari Kantor
Pusat dan struktur organisasi pada Bagian Humas, Publikasi, Kesekretariatan dan
Perlindungan Konsumen PT. Bank Nagari.
3. Teknik Pengumpulan Data
Mendapatkan data merupakan hal utama dari suatu penelitian, oleh karenanya
teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah utama didalam penelitian.”
Pengumpulan data merupakan suatu prosedur yang sistematis serta suatu standar untuk
mendapatkan data yang diperlukan.” Teknik pengumpulan data meliputi:
a. Studi Dokumen
Merupakan suatu teknik dalam pengumpulan data berupa sumber data tertulis
ataupun gambar ataupun berupa bentuk lainnya, yang mana sumber tertulis ataupun
gambar tersebut mempunyai bentuk seperti dokumen resmi kemudian buku atau
majalah, arsip atau dokumen pribadi serta foto yang terkait pada penulisan ini.™
b. Wawancara
Wawancara merupakan suatu situasi dimana antar pribadi bertatap muka, ketika

seorang pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan yang dirancang guna

72 Moh. Nazir, 2013, Metode Penelitian, Cet. Ke- 8, Ghalia Indonesia, Bogor, him 174.

™ Ibid.

74 Sudarto, 2002, Metode Penelitian Filsafat, Ed. Ke- 1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, him
71.
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mendapatkan jawaban yang sesuai pada permasalahan yang diteliti kepada informan.”

Wawancara ini langsung berhadapan dengan informan, wawancara langsung
dimaksudkan guna mendapatkan keterangan berupa informasi yang benar serta akurat
beradasarkan penetapan sumber sebelumnya yang pada akhirnya untuk mencapai
tujuan dari penulisan ini.”®

Wawancara dalam hal ini dilaksanakan dalam bentuk semi terstruktur,
maksudnya adalah suatu proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara
yang berasal dari pengembangan topik dan dengan mengajukan pertanyaan,
penggunaannya lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur.”” Wawancara ini
bertujuan guna menemukan permasalahan dalam hal yang lebih luas, dimana terdapat
permintaan pendapat ataupun ide-ide dari pihak narasumber.”

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik snowball sampling. Snowball
sampling maksudnya adalah suatu metode untuk melakukan identifikasi, memilih serta
mengambil sampel dalam satu jaringan atau rantai hubungan yang saling berkaitan.”
Penggunaan metode ini bertujuan untuk menjelaskan pola-pola sosial ataupun

komunikasi pada suatu komunitas.*’

75 Amiruddin dan Zainal Asikin, op.cit, hlm 12.

™6 Ibid.

77 Sugiyono, 2015, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Cet. Ke- 21, Alfabeta, Bandung, him
306.

8 Ibid.

7 Andi Prastowo, 2012, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian,
Cet. Ke- 2, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, him 236.

80 Ibid.

UNIVERSITAS BUNG HATTA



29

4. Teknik Menganalisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang dilakukan dengan mempergunakan
suatu data, mengorganisasikan suatu data, memilahnya menjadi suatu satuan untuk
dapat dikelola, mensistematiskan data, mencari atau mendapatkan pola, menemukan
sesuatu yang penting serta suatu yang dapat dipelajari, dan juga memutuskan sesuatu
yang kemudian dapat diceritakan terhadap orang lain.®! Terdapat beberapa langkah
dalam mengolah data, yakni:

a. Editing (Pemeriksaan) maksudnya adalah pada tahapan ini dilakukan
pemeriksaan kembali terhadap setiap data yang telah diperoleh terlebih dalam hal
kelengkapannya serta kejelasannya.®?

b. Coding (Klasifikasi Data) maksudnya adalah suatu kegiatan penyusunan serta
mensistematiskan berbagai data yang diperoleh dalam beberapa pola tertentu
yang bertujuan untuk mempermudah pembahasan yang berkaitan pada
penelitian.’?

c. Entry (Memasukkan Data) maksudnya adalah setelah data primer dan data
sekunder terkumpul, dilakukan tahapan analisis data.?

d. Cleaning (Merapikan Data) maksudnya adalah melakukan pemeriksaan kembali

data tersebut agar terdapat kebenaran dari data.®

81 Lexi J. Moleong, 2018, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-38, PT. Remaja Rosdakarya,
Bandung, him 248.

82 Nana Sudjana dan Awal Kusumah, 2004, Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi, Cet. Ke-
4, Sinar Baru Aglensindo, Bandung, him §4.

8 Ibid, him 85.

8 Bambang Sunggono, op.cit, hlm 118.

85 Ibid.
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Data yang diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif, maksudnya adalah suatu
kegiatan yang mempelajari sebuah pemikiran, serta makna, ataupun cara pandang

manusia berkaitan dengan gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian.®

% Soerjono Soekanto, op.cit, him 12.
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